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ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Pencegahan patologi birokrasimelalui reformasi administrasi pelayanan publik Di Kabupaten Bima. Kajian pustakayang dipakai secara umum membahas tentang teori-teori dalam Administrasi publik,Pelayanan Publik, Patologi Birokrasi serta reformasi administrasi pelayanan publiktehadap birokrasi di Kabupaten Bima. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptifdengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data melaluiwawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan modelanalisis interaksi yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil yang diharapkan dari penelitian diantaranyaadalah: Pemerintah Daerah Kabupaten Bima diharapkan bisa menghasil sebuahkebijakan yang baik utamanya terkait bagaimana melakukan pencegahan terhadappatologi birokrasi pada dinas-dinas yang ada didaerah khususnya pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang menjadi obyek pada penelitianini terkait dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik pada masyarakatdidaerah Kabupaten Bima. Selain itu juga dari penelitian ini diharapkan juga dapat diPublikasikan secara ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnalnasional terakreditasi,  Aprosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal,regional maupun nasional, dimana muara akhirnya dapat dipakai sebagai bahanpengkajian dalam menhasilakan sebuah kebijakan dalam yang kaitannya bagaimanamencegah patologi dalam birokrasi sebagai salah satu upaya peningkatan pelayananpublik secara daerah dan Nasional. Saran-saran Dalam usaha meningkatkan pelayananterhadap masyarakatnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bimadiharapkan dapat melengkapi sarana dan prasarana yang kurang dalam kegiatanpelayanannya..Dari segi sumber daya manusia sendiri perlu lebih ditingkatkan baik darisegi kualitas maupun kuantitasnya, dalam rangka membantu lebih mengefesienkanserta mengefetifkan kegiatan pada dinas tersebut.  Serta Mengembangkan kembalipartisipasi masyarakat melalui sosialisasi lebih efektif sehingga masyarakat lebihmemahami tata cara, prosedur serta syarat-syarat pelayanan pada Dukcapil.
Keywords: Patologi Birokrasi, Reformasi Administrasi Pelayanan Publik

PENDAHULUANSelaras dengan semangatotonomi daerah Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 yang salah satutujuannya adalah untuk lebihmendekatkan pemerintah sebagaipenyedia layanan dengan masyarakatsebagai penerima layanan, maka sudah

sepatutnya pemerintah mengambillangkah-langkah perbaikan pelayananpublik terhadap masyarakat melaluipeningkatan kualitas aparaturpemerintah secara professional danderagulasi kebijakan dibidangpelayanan publik. Pada umumnyapelayanan publik yang ada sekarang
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hanya merupakan sebuah konsep tanpaadanya tindak lanjut yang jelas berupapeningkatan kinerja pelayanan publikyang sesuai dengan apa yangseharusnya ditampilkan.Penyelenggaraan pelayanan publiksebagaimana diamanatkan dalamKepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 TentangPedoman Penyelenggaraan PelayananPublik, dibarengi juga keluarnya aturanbaru yaitu UU No.25 Tahun 2009tentang pelayanan publik, dirasakanmasih belum sepenuhnya dapatmemenuhi berbagai tuntutan danharapan masyarakat.Salah satu wujud pelayanandokumen yang diberikan adalahpelayanan yang dilakukan oleh  DinasKependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima, di mana bentukpelayanan yang diberikan biasanyaterkait pelayanan pengrusan KTP, KartuKeluarga, Akte Kelahiran dan lain-lain,sebagaimana yang telah di tetapkandalam UU Nomor 24 Tahun 2013Tentang Administrasi Kependudukanyang merupakan perubahansebelumnya dari UU Nomor 23 Tahun2006. Keberadaan lembaga pelayananpublik merupakan sebuah jawabandalam rangka pemenuhan kebutuhanmasyarakat, hal ini juga dilakukandalam rangka untuk menjalankanketetapan yang telah ditetapkan dalamUU Nomor 25 Tahun 2009 tentangpelayanan publik di mana disebutkandalamnya bahwa ruang lingkuppelayanan publik meliputi pelayananbarang publik dan jasa publik sertapelayanan administratif yang diaturdalam peraturan perundang-undangan.

Perkembangan zaman yang terus majumenyebabkan pelayanan publik dalamhal ini penyelenggaraan pelayananpublik yang dilaksanakan oleh DinasKependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima di tuntut untuk lebihgiat bekerja secara efektif dan efesiendalam memenuhi kebutuhanmasyarakat.Namun, terkadang hal inicenderung berlawanan dengan apa yangdiharapkan manakala pelayanan yangdiberikan tidak sesuai dengan harapanmasyarakat. Faktor kelambanan dalammemberikan pelayanan, acuh tak acuhdari para pelaksanannya, biaya yangmahal, pelayanan yang kurang efektif,serta di tambah adanya kasus percaloanmembuat penilaian masyarakatterhadap kinerja birokrasi ini perlusegera diperbaiki. Terkait denganpenelitian ini, maka gejala-gejalapermasalahan yang dapat di identifikasidi lapangan pada Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Bima,adalah sebagai berikut: 1) Warta Post,
Bima (26 November 2010) disebutkanbahwa pelayanan Dukcapil kabupatenbima beberapa hari terakhir dinilaimasih kurang baik. Pasalnya sejumlahwarga yang hendak membuat KTP, KKdan kartu pengenallainnya tidakmendapatkan pelayanan yang sesuaiharapan. 2) Kampung media.com,
Bima (17 Juni 2014) disebutkan bahwa“Ada layanan spesial pada DinasKependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima. Layanan spesialtersebut yaitu ada uang langsung jadi.Ini terjadi ketika saya menguruspembuatan Akta Kelahiran untuk anakke-2”. Berdasarkan latar belakang
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masalah yang telah dikemukakan diatas,maka rumusan masalah penelitian iniadalah Bagaimanakah Pencegahanpatologi birokrasi melalui reformasiadministrasi pelayanan publik ?
TINJAUAN PUSTAKA
Patologi BirokrasiRisman Umar (2008)mendifinisikan bahwa patologi birokrasiadalah penyakit atau bentuk perilakubirokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sertanorma-norma yang berlaku dalambirokrasi. Selanjutnya Siagian (1994)menyatakan bahwa patologi birokrasimenyatakan bahwa pentingnya patologiialah agar diketahui berbagai jenispenyakit yang mungkin diderita olehmanusia. Analogi itulah yang berlakupula bagi suatu birokrasi. Artinya agarseluruh birokrasi pemerintahan negaramampu menghadapi berbagai tantanganyang mungkin timbul baik bersifatpolitik, ekonomi, sosio-kultural danteknologikal. Siagian (1994) menyebutserangkaian contoh penyakit (patologi)birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit– penyakit tersebut dapat dikategorikandalam lima macam:1) Patologi yang timbul karena persepsidan gaya menejerial para pejabatdilingkungan birokrasi (birokrat).Diantara patologi jenis ini antara lain,penyalahgunaan wewenang dan jabatan,menerima suap, arogansi dan intimidasi,kredibilitas rendah, dan nepotisme.2)Patologi yang timbul karena kurangnyaatau rendahnya pengetahuanketrampilan para petugas pelaksanaberbagai kegiatan operasional. Diantara

patologi jenis ini antara lain, ketidaktelitian dan ketidak cekatan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakanpimpinan, rasa puas diri, bertindaktanpa pikir, kemampuan rendah, tidakproduktif, dan kebingungan.3) Patologiyang timbul karena karena tindakanpara anggota birokrasi melanggarnorma hukum dan peraturan perundang– undangan yang berlaku. Diantarapatologi jenis ini antara lain, menerimasuap, korupsi, ketidak jujuran,kleptokrasi, dan mark up anggaran.4)Patologi yang dimanifestasikan dalamperilaku para birokrasi yang bersifatdisfungsional atau negatif. Diantarapatologi jenis ini antara lain, bertindaksewenang-wenang, konspirasi,diskriminatif, dan tidak disiplin.5)Patologi yang merupakan akibat situasiinternal dalam berbagai instansi dilingkungan pemerintah. Diantarapatologi jenis ini antara lain, eksploitasibawahan, motivasi tidak tepat, bebankerja berlebihan, dan kondisi kerjakurang kondusif.
Administrasi PublikTerkait dengan pengertianadministrasi publik/Negara banyak ahliyang memberikan pendapatnya,diantaranya adalah: Henry (1995)menyatakan bahwa administrasi Negaradimaksudkan untuk lebih memahamihubungan antara pemerintah denganmasyarakatnya serta meningkatkanresponbilitas kebijakan negara terhadapberbagai kebutuhan sosial dan jugamelembagakan praktek-praktekmanajerial agar terbiasa lebih efektifdan efesien. Ibrahim (2008)menyatakan bahwa bahwa administrasiNegara meliputi seluruh upaya
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penyelenggaraan pemerintahan yangmeliputi kegiatan manajemenpemerintahan (perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan,pengawasan pembangunan) denganmekanisme kerja dan dukungan sumberdaya manusia serta dukunganadministrasi atau tatalaksananya.Pasolong (2008:8)mengartikan administrasi publik adalahkerjasama yang dilakukan olehsekelompok orang atau lembaga dalammelaksanakan tugas-tugaspemerintahan dalam memenuhikebutuhan publik secara efektif danefesien.
Pelayanan PublikPelayanan publik atau pelayananumum, Sinambela (2006) menyatakanbahwa pelayan publik adalah setiapkegiatan yang dilakukan olehpemerintah terhadap sejumlah manusiayang memiliki setiap kegiatan yangmeguntungkan dalam suatu kumpulanatau kesatuan, dan menawarkankepuasan meskipun hasilnya tidakterikat pada suatu produk secara fisik.Kurniawan (dalam Pasolong, 2008)menyatakan bahwa pelayanan publikadalah pemberian pelayanan (melayani)keperluan orang lain atau masyarakatyang mempunyai kepentingan padaorganasasi itu sesuai dengan aturanpokok dan tata cara yang telahditetapkan.
Pencegahan Patologi Birokrasi
Melalui Reformasi Administrasi
Publik Pelayanan Publik
Reformasi AdministrasiSumartono (2007:4) menyatakanbahwa reformasi administrasimerupakan suatu usaha yang dilakukan

secara sadar dan terencana untukmengubah struktur dan prosedurbirokrasi (aspek kelembagaan), sertasikap dan perilaku birokrat gunameningkatkan efisiensi dan efektifitasorganisasi sehingga terciptaadministrasi Negara/publik yang sehat.Zauhar (2007:11) dalam bukunyamenyatakan bahwa reformasiadministrasi adalah suatu usaha sadardan terencana untuk mengubah: a)struktur dan prosedur birokrasi (aspekreorganisasi atauinstitusional/kelembagaan), b) sikapdan perilaku birokrat (aspek perilaku),guna meningkatkan efektifitasorganisasi atau terciptanya administrasiyang sehat dan menjamin tercapainyatujuan pembangunan nasional.
Aspek-Aspek Dalam Reformasi
Administrasi
Aspek KelembagaanGalbraith (1977) dalam Thoha(2008 bahwa jika ingin merancangsuatu kebijaksanaan pemberdayaanaparatur bentuk kelembagaannya ditataterlebih dahulu. Dalam suatu tatakepemerintahan yang baik adalah tidakmungkin kita menata manajemen SDMaparatur tanpa dianalisis dan ditatabentuk kelembagaannya (lebih spesifikdirancang suatu bentuk organisasitempat PNS bekerja terlebih dahulu).Terkait dengan organisasi iniThompson dalam Henry (1995)menyatakan bahwa sebuah organisasiadalah integrasi impersonal dan sangatrasional atas sejumlah spesialisis yangbekerjasama untuk mencapai tujuanyang telah disepakati. Scoot (1981)dalam Thoha (2008) menyatakan bahwasecara teoritis, organisasi dapat
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dipahami dari berbagai macam sudutpandang atau perspektif yaitu sebagaikesatuan rasional dalam upaya untukmengejar tujuan, sebagai koalisipendukung yang kuat dimana organisasimerupakan instrumen untuk mengejarkepentingan masing-masing sebagaisuatu sistem terbuka dimanakelangsungan hidup organisasi sangattergantung dari input dalam lingkungan,sebagai alat dominasi dan banyak lagiperspektif yang dipakai untukmemaknai organisasi.
Aspek Sumber Daya ManusiaTerkait hal ini Samsudin (2009)menyatakan bahwa manajemen sumberdaya manusia adalah suatu kegiatanpengelolaan yang meliputipendayagunaan, pengembangan,penilaian, pemberian balas jasa bagimanusia sebagai individu anggotaperusahaan atau bisinis. Manajemensumber daya manusia juga menyangkutcara-cara mendesain sistemperencanaan, penyusunan karyawan,pengelolaan karir, evaluasi kerja,kompensasi karyawan, dan hubunganketenaga kerjaan. UU Nomor 43 Tahun1999 Tentang Pokok-PokokKepegawaian dalam Pasal 1 jugamenyebutkan bahwa manajemenPegawai Negeri Sipil (PNS) adalahkeseluruhan upaya untuk meningkatkanefektifitas, efisiensi, dan derajatprofesionalisme penyelenggaraan tugas,fungsi, dan kewajiban kepegawaianyang meliputi perencanaan, pengadaan,pengembangan kualitas, penempatan,promosi, penggajian, kesejahteraan danpemberhentian. Dari kedua pendapat inidapat diketahui bahwa manajemensumber daya manusia keseluruhan

kegiatan dalam rangka untukmeningkatkan efektifitas, efisiensi, danderajat profesionalisme penyelenggraantugas, fungsi, dan kewajibankepegawaian yang meliputiperencanaan, pengadaan,pengembangan kualitas, penempatan,promosi, penggajian, kesejahteraan danpemberhentian dimana jika dikaitkandengan pelayanan maka usahanyasekaligus ditujukan untukmeningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat.
Pencegahan Patologi Birokrasi
Melalui Reformasi Administrasi
Publik Pelayanan PublikTujuan reformasi birokrasiadalah membangun aparatur negarayang efektif dan efisien sertamembebaskan aparatur negara daripraktik korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN) dan perbuatan tercela lainnyaagar birokrasi pemerintah mampumenghasilkan dan memberikanpelayanan publik yang prima.Tujuan inidiwujudkan dalam perubahan secarasignifikan melalui tindakan ataurangkaian kegiatan pembaharuan secarakonseptual, sistematis danberkelanjutan dengan melakukanpenataan, peninjuan, penertiban,perbaikan, penyempurnaan danpembaharuan sistem, kebijakan danperaturan perundangan bidang aparaturnegara termasuk moral aparatur negaraserta memantapkan komitmenmelaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan.Sementara itu Pusat KajianKinerja Sumber Daya Aparatur Negara(2005) menyatakan pokok-pokokpembenahan dan penataan yang harus
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dilakukan dalam kerangka reformasibirokrasi ini adalah:Menata ulangkewenangan dan tugas pokok/fungsiorganisasi atau instansi, baik di tingkatpusat maupun daerah untukmenghilangkan tumpang tindihkewenangan dan memperjelas gariskoordinasi vertikal dan horizontalMenciptakan efisiensi penggunaananggaran operasional pemerintahansecara ketat dan terukur terutamapengeluaran pegawai, perjalanan dinas,berbagai fasilitas, seperti kendaraan danperumahan serta sarana dan prasaranapemerintahan melalui reformasi sistempenganggaran Menyederhanakan sistemdan prosedur kerja internal birokrasisehingga memungkinkan prosesperumusan kebijakan, koordinasi danpengambilan keputusan dapatdilakukan dengan lebih cepat dankongkrit.
METODE PENELITIAN
Jenis dan Pendekatan PenelitianPenelitian ini menggunakanpendekatan deskriptif-kualitatif dengansifat penelitiannya studi kasus. Terkaitpenelitian studi kasus ini, penelitianyang dilakukan secara intensif, terinci,dan mendalam terhadap kegiatanpencegahan patologi birokrasi melaluireformasi administrasi pelayananpublik pada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Bima.
Lokasi PenilitianPenelitian ini berlokasi pada DinasKependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima yang beralamat di JalanKsatria Nomor 5 Raba Bima-NTB.
Sumber Data PenilitianTerkait dengan sumber data iniArikunto (2008) menjelaskan bahwa

sumber data adalah subyek dari manadata diperoleh, yaitu semua orang yangtelah menjadi informan dalampenelitian, disamping ada data yangberasal dari dokumen. Sumber datamerupakan hal penting, karenaketepatan memilih dan menentukanjenis sumber data, menentukanketepatan dan kelayakan data yangdiperoleh.
Teknik Pengumpulan Data PenilitianObservasiKegiatan Observasi sebenarnyatelah dimulai sejak peneliti pertama kalimemasuki lokasi penelitian, selanjutnyasetelah segala bentuk persyaratan telahcukup memadai, observasi secaramendalam pun mulai dilakukan. Dalamobseravasi yang dilakukan, data yangdiperoleh adalah proses prilaku danprosedur dalam memberikan pelayananyang diberikan oleh DinasKependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima kepadamasyarakatnya.WawancaraTerkait dengan wawancara iniEsteberg (Sugiono, 2009)mendefinisikan wawancara adalahmerupakan pertemuan dua orang untukbertukar informasi dan ide melaluitanya jawab, sehingga dapatdikontruksikan makna dalam suatutopik tertentu. Dalam proseswawancara ini yang ingin dilihat dandigali oleh peneliti adalah jenis patologi-patologi birokrasi seperti apakah yangdapat muncul dalam kegiatan pelayananpada Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Bima sekaligus jugamencoba menggali informasi terkaitfaktor pendukung dan penghambat dari
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berbagai kegiatan yang dilaksanakantersebut.DokumentasiAdalah Merupakan catatanperistiwa yang sudah berlalu.Dokumentasi bisa berbentuk tulisan,gambar, atau karya-karya monumentaldari seseorang. Bahan informasi yangdiperlukan melalui dokumen ini adalahberupa Undang-Undang, KeputusanMenteri, Perda, Tugas Pokok dan Fungsi(TUPOKSI), susunan organisasi, dancatatan-catatan atau laporan tentangpenyelenggaraan berbagai kegiatanpelayanan yang diberikan oleh kantorDinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima.
Teknik Pemeriksaan Keabsahan DataTeknik pemeriksaan keabsahandata yang digunakan dalam penelitianini adalah teknik perpanjangankeikutsertaan, teknik triangulasi danteknik diskusi dengan teman sejawat.Perpanjangan keikutsertaan digunakandengan cara menambah waktu studi.Perpanjangan keikutsertaan penelitiakan memungkinkan adanyapeningkatan derajat kepercayaan datayang dikumpulkan. Teknik triangulasidilakukan dengan memanfaatkan duacara yaitu triangulasi dengan sumberdan triangulasi dengan teori. Triangulasidengan sumber yaitu membandingkandan mengecek balik derajatkepercayaan suatu informasi yangdiperoleh melalui kunci informan.Sedangkan triangulasi dengan teoriyaitu mengkonfirmasikan data danteori. Dengan demikian data yang telahditemukan dapat terjamin derajatkepercayaannya. Adapun teknik diskusi

dengan teman sejawat adalah dilakukandengan cara mendiskusikan hasilsementara atau hasil akhir yangdiperoleh dari penelitian secara analitik.Terkait Diskusi ini peneliti melakukanpengecekan kembali terhadap data yangkurang cocok atau kurang sesuai denganfokus penelitian.
Teknik Analisa DataPenelitian ini pada dasarnyamenggunakan analisis data kualitatifmenurut Miles dan Huberman (2009)dilakukan secara interaktif melaluiproses data reduction, data display, dan
verivication. Prosedur: reduksi data(reduction data), penyajian data (diplay
data), menarik kesimpulan atauverifikasi (concluncing drawing)Reduksi Data
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Profil Kabupaten BimaKabupaten Bima merupakansalah satu kabupaten di Provinsi NTBdengan luas wilayah mencapai 22% daritotal luas provinsi atau seluas 4 374km2. Secara geografis, Kabupaten Bimaberbatasan dengan Laut Flores disebelah utara, Selat Sape di sebelahtimur, Samudera Indonesia di sebelahselatan, dan Kabupaten Dompu disebelah barat, atau tepatnya terletakpada garis 08°08. Lintang Utara - 08°57.Lintang Selatan, serta 117°40. - 119°24.Bujur Timur. Sejak tahun 2006,Kabupaten Bima telah mengalamipemekaran wilayah, dimanasebelumnya terdapat 14 wilayahkecamatan yang kemudian dimekarkanmenjadi 18 kecamatan dengan jumlahdesa sebanyak 168 desa. Selain 168desa tersebut, terdapat 9 wilayah
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setingkat desa yang merupakan unitpemukiman transmigrasi yang berlokasidi Kecamatan Madapangga, Langgudu,Lambu, dan Tambora.
Kependudukan
Jumlah PendudukTerkait dengan jumlah penduduk,pada tahun 2016 jumlah pendudukKabupaten Bima adalah sebanyak521.546 jiwa dan luas wilayah 4.389,40Km2 berarti tingkat kepadatanpenduduk Kabupaten Bima rata-ratasebesar 100 jiwa per Km2 meningkatdari 97.12 jiwa per Km2 tahun 2007.Selain itu penyebaran penduduk jugabelum merata di seluruh wilayahKabupaten Bima, dengan luas wilayahKecamatan antara 66,93 Km2 s/d627,82 Km2 per Kecamatan,menyebabkan kepadatan penduduk diKecamatan cukup bervariasi yaituantara 10 jiwa/km2 s/d 704 jiwa perKm2. Tingkat kepadatan wilayahKabupaten Bima cukup bervariasi darikeseluruhan kecamatan (18kecamatan), kosentrasi kepadatan lebihterarah pada wilayah pusat ibukotakecamatan, selengkapnya sebagaimanatertera dalam data kepadatan di bawahini:
Sejarah Singkat Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten BimaSelanjutnya dengandiberlakukannya Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2007Tentang Organisasi Perangkat Daerahserta berdasarkan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, makatahun 2008 dibentuk Dinas

Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima sesuai denganPeraturan Daerah Kabupaten BimaNomor 3 Tahun 2008 TentangPembentukan, Kedudukan, Tugas Pokokdan Fungsi Dinas Daerah. Berikutnyaterjadi revisi pada fungsi dankewenangan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bima yangmenjadi Peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2010 tentang Perubahan atasPeraturan Daeran Nomor 3 tahun 2008tentang Pembentukan, susunan,Kedudukan, Tugas Pokok dan FungsiOrganisasi Perangkat Daerah KabupatenBima ( Lembaran Daerah Tahun 2008Nomor 3, Tambahan Lembaran DaerahTahun 2008 Nomor 03); memiliki tugaspokok membantu sebagian tugas Bupatidalam Penyelenggaraan sebagaianurusan Pemerintah Daerah dalambidang Kependudukan dan PencatatanSipil berdasarkan asas otonomi daerah.Dalam hal ini tugas pokok tersebutditerjemahkan sebagai urusanPemerintahan Kabupaten Bima dalambidang Kependudukan dan PencatatanSipil. Selanjutnya berdasarkanPeraturan Bupati Kabupaten BimaNomor 4 tahun 2010 tentang RincianTugas,Fungsi dan tata kerja DinasDaerah Kabupaten Bima. DinasKependudukan dan Pencatatan Sipilberkedudukan sebagai unsur pelaksanaPemerintah dibidang Pemerintahan,Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatserta pada umumnya dalam bidangKependudukan dan Pencatatan Sipilyang dipimpin oleh seorang KepalaDinas , serta berada di bawah danbertanggungjawab kepada Bupatimelalui sekretaris Daerah dengan tugas
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membantu Bupati dalammenyelenggarakan sebagian tugasPenyelenggaraan sebagaian urusanPemerintah Daerah dalam bidangKependudukan dan Pencatatan Sipilberdasarkan asas otonomi daerah.Terbaru adalah pada terjadinya revisiatau perubahan pada Undang-UndangTentang Administrasi Kependudukanmenjadi Undan-Undang 24 tahun 2013serta dibarengi juga Revisi padaUndang-Undang tentang PemerintahanDaerah menjadi Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014, maka pelaksanaankegiatan Dinas Kependudukan danCatatan Sipil kabupaten BimaBerdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah KabupatenBima, dimana memiliki tugas pokokmembantu sebagian tugas Bupati dalamPenyelenggaraan sebagian urusanPemerintah Daerah dalam bidangKependudukan dan Pencatatan Sipilberdasarkan asas otonomi daerah.Selanjutnya juga berdasarkan PeraturanBupati Kabupaten Bima Nomor 30tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Bima. Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil.
Kondisi Struktur Organisasi Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten BimaTerkait dengan susunan oragnisasiDinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima, maka susunan DinasKependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima didasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Disduk

Capil. Berdasarkan Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Bima; memiliki tugaspokok membantu sebagian tugas Bupatidalam Penyelenggaraan sebagianurusan Pemerintah Daerah dalambidang Kependudukan dan PencatatanSipil berdasarkan asas otonomidaerah.Selanjutnya berdasarkanPeraturan Bupati Kabupaten BimaNomor 30 tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, Serta Tata Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Bima.Selanjutnya dijelaskan bahwaKepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil membawahi 1 (satu)Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.Adapun uraian ringkas mengenai tugasmasing-masing unit eselon dimaksudadalah sebagai berikut: Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bima  dipimpin oleh Kepalayang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati  melalui sekretarisDaerah dengan tugas dalamPenyelenggaraan sebagaian urusanPemerintah Daerah dalam bidangKependudukan dan Pencatatan Sipilberdasarkan asas otonomi daerah danmelaksanakan koordinasi pelaksanaantugas serta pembinaan dan pemberiandukungan administrasi. DinasKependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bima terdiri dari  sekretaris,Kepala Bidang dan Kasubag/Kasi yaitu:1) Sekretaris terdiri dari:a) Sub Bagian Umum danKepegawaian;
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b) Sub Bagian Program danPelaporan;c) Sub Bagian Keuangan.2) Kepala Bidang PelayananPendaftaran Penduduk terdiri dari:a) Seksi Identitas Penduduk;b) Seksi Pelayanan PendaftaranPenduduk;c) Seksi Mutasi dan PendataanPenduduk RentanAdministrasi Kependudukan.3) Kepala Bidang PelayananPencatatan Sipil terdiri dari:a) Seksi Perkawinan danPerceraian;b) Seksi Kelahiran;c) Seksi Perubahan Status Anak,Pewarganegaraan danKematian.4) Kepala Bidang PengelolaanInformasi AdministrasiKependudukan terdiri dari:a) Seksi Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan;b) Seksi Pengolahan danPenyajian DataKependudukan;c) Seksi Tata Kelola danSumberdaya Manusia,Teknologi Informasi danKomunikasi.5) Kepala Bidang Pemanfaatan Datadan Inovasi Pelayanan terdiri dari:a) Seksi Kerjasama;b) Seksi Pemanfaatan Data danDokumen Kependudukan;c) Seksi Inovasi Pelayanan.
Kondisi Pegawai Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bima

Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Bima dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh sumber daya manusiaaparatur sebanyak 79 orang pegawaiyang terdiri dari 43 orang PegawaiNegeri Sipil (PNS), 15 orang TenagaHonorer Daerah (Honda) dan 21 orangTenaga Sukarela dari jumlah ini, jumlahlulusan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 4orang, Sarjana (S-1) sebanyak 39 orang,Sarjana Muda (D-III) sebanyak 4 orangdan Lulusan SLTA sebanyak 32 orang.
PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI
MELALUI REFORMASI ADMINISTRASI
PELAYANAN PUBLIKPelaksanaan reformasiadministrasi pada Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Bima, padadasarnya telah dilaksanakan oleh DinasKependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima, hanya saja belummenghasilkan pelayanan yang maksimalbagi masyarakat. Adapun prosesreformasi administrasi yang telahdilaksanakan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Bimaberdasarkan fokus penelitian daripeneliti, adalah sebagai berikut:1. Reformasi kelembagana. Perubahan struktur kewenanganBahwa pada DinasKependudukan Catatan SipilKabupaten Bima telahmengalami perubahan padastruktur kewenangannya, hal inidikarenakan perubahan tersebutmengikuti perubahan padaaturan yang ditetapkan olehpemerintah, yaitu terdapat
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Tugas Pokok dan Fungsi KantorKependudukan dan Catatan Sipildiatur dalam Peraturan DaerahPerda No. 7 Tahun 2010 berubahmenjadi Perda Nomor 30 Tahun2016. Hal Ini semata-matadilakukan dalam usahaperbaikan serta peningkatankualitas pelayanan publikterhadap masyarakat.b. Reformasi sistem dan prosedurlayananPada Dinas Kependudukandan Catatan Sipil KabupatenBima telah menempuh beberapacara dalam rangka untukmelakukan perubahan sertaperbaikan dalam sistem danprosedur layanannya, dimanasistem dan prosedur layanannyayang lama dilakukan melalui:Desa, Kecamatan, KantorDukcapil. Namun setelahreformasi Sistem dan Prosedurlayanan lebih dipersingkat deganmasyarakat datang langsung keDukcapil degan membawapesryaratan yang telahditetapkan. Selain hal ini, upayaperbaikan juga salah satunyadengan melakukan perbaikandalam pembuatan SOP sertaRENSTRA. Ditambah lagibeberapa inovasi pelayananseperti jemput Bola, PelayananMESSRA, Pelayanan Terintegrasiserta pemanfaat tehnologi WA(whatsup) sbagai alata informaidan komunikasi.2. Reformasi Sumber daya Manusiaa. Kemampuan dalam memahamitugas

Sebelum proses reformasikeadaan kemampuanmemahami tugas dari parapegawai Belum maksimal baikdari segi kualitas maupunkuantitas para pegawainya,terutama dalam penguasaanTIK (Tekhnologi, Informasi danKomunikasi). Sedangkansetelah proses reformasi terjadiperubahan deganMeningkatkan kualitas maupunkuantitas dari para pegawaidegan mengikut sertakanpegawainya pada berbagaipelatihan-pelatihan/training-training, terutama untupeningkatan kemampuanpenguasaan TIK, peningkatanrasa komunikasi, kordinasidiantara para pegawai dalamrangka meningkatakan rasakekeluargaan serta efektifitasdari para pegawai.b. Perubahan sikap dan perilakuTerkait degan sikap danperilaku para pegawai sebelumtejadinya reformasi padadasarnya sudah baik, baik ituterjadi antar pegawai maupunpegawai degan masyarakat.Namun setelah reformasiperbaikan diusahakandilakukan degan Berusahameningkatkan perbaikan sikapdan perilaku dari para pegawaimisalnya senyum, sapa yangbaik terhadap masyarakat,serta berusaha menerimadegan baik segala bentukmasukan, kritik maupun syaran
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dari masyarakat. sertameningkatkan hubungankekeluargaan dan komunikasiyang baik diantara parapegawai.
KESIMPULAN DAN SARAN
Saran-SaranBerdasarkan kesimpulan hasilpenelitian terkait, reformasiadministrasi pelayanan publik, padaDinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bima, maka dapatdisarankan sebagai berikut:1) Dalam usaha meningkatkanpelayanan terhadap masyarakatnya,Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Bima diharapkandapat melengkapi sarana danprasarana yang kurang dalamkegiatan pelayanannya. Misalnya,penambahan loket pelayanan, mobiloperasioanl, komputer, printer,gedung berkas, dan lain-lain.2) Dari segi sumber daya manusiasendiri perlu lebih ditingkatkan baikdari segi kualitas maupunkuantitasnya, dalam rangkamembantu lebih mengefesienkanserta mengefetifkan kegiatan padadinas tersebut.  hal-hal yang bisadilakukan adalah melakukanpengembangan SDM melaluipendidikan dan pelatihan yangmenunjang pekerjaan publik, baikmelalui pendidikan formal, pelatihanpelayanan publik yang bekualitas,studi banding dan sebagainya.3) Mengembangkan kembali partisipasimasyarakat melalui sosialisasi lebihefektif sehingga masyarakat lebihmemahami tata cara, prosedur serta

syarat-syarat pelayanan padaDukcapil.
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